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REVISI UU MD3

PDI-P Manfaatkan MKD

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi
PDI-P di Dewan Perwakilan Rak-
yat memanfaatkan Mahkamah
Kehormatan Dewan untuk me-
maksa Badan Legislasi DPR me-
revisi undang-undang, Revisi ini
dilakukan untuk memenuhi ke-
inginan PDI-P menambah kursi
pimpinan di Majelis Permusya-
waratan Rakyat dan DPR. Mah-
kamah pun telah memutuskan
revisi harus dilakukan oleh Ba-
dan Legislasi DPR.

Undang-undang yang dimak=
sud adalah UU Nomor 17 Tahun
2014 yang diubah menjadi UU No
42/2014 tentang MPR, DPR, De-
wan Perwakilan Daerah (DPD),
dan DPRD (MD3).

Wakil Ketua Mahkamah Ke-
hormatan Dewan (MKD) Sari-
fuddin® Sudding, di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Selasa (13/12),
mengatakan, pekan lalu, Fraksi
PDI-P mengadukan Ketua Badan

Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wi-
yono ke MKD karena dinilai lalai
saat merevisi UU No 17/2014
menjadi UU No 42/2014. Ia di-
nilai lalai karena penambahan
pimpinan hanya dilakukan untuk
alat kelengkapan DPR (AKD) pa-
da revisi terakhir. Sementara
pimpinan MPR dan DPR tidak
ditambah. Padahal, penambahan
seharusnya juga berlaku untuk
pimpinan MPR dan DPR. Ini agar
pimpinan MPR, DPR, dan AKD
mencerminkan perimbangan
atau tidak dikuasai oleh kelom-
pok tertentu di DPR.

Sebelum UU No 42/2014 lahir,
pimpinan DPR dan AKD dikuasai
oleh koalisi fraksi pendukung
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
pada Pemilu Presiden 2014 atau
dikenal dengan nama Koalisi Me-
rah Putih.

Atas pengaduan itu, Sudding
melanjutkan, MKD telah bersi-

dang, 9 Desember lalu, termasuk
mengundang pimpinan Baleg
DPR. MKD pun bahkan telah
mengambil putusan, yaitu me-
merintahkan Baleg untuk me-
lakukan revisi terbatas terhadap
UU MD3. Revisi dilakukan ter-
kait pasal yang mengatur jumlah
pimpinan-MPR dan DPR, dengan
menambah satu kursi pimpinan
di MPR dan DPR.

Wakil Ketua Baleg DPR Fir-
man Subagyo mengakui telah
menerima putusan MKD. Dalam
putusan disebutkan, revisi harus
dimasukkan dalam prolegnas
prioritas tambahan tahun 2016
atau prolegnas prioritas tahun
2017. ”Kami sudah rapat dan me-
mutuskan bisa masuk di per-
ubahan Prolegnas 2016 atau ma-
suk di Prolegnas 2017. Selan-
jutnya, kami menunggu pemba-
hasan di Badan Musyawarah
DPR,” ujarnya. (APA/AGE)*



